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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan ,metode analisis kuantitatif dengan model regresi berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder yang di dapatkan dari Badan Pusat Statistik Lampung Tengah Tahun 2001 - 2014, yaitu berupa pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Lampung Tengah.
Hasil peneletian menunjukkan  pengeluaran pemerintah pada belanja langsung berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pada belanja tidak langsung  berpengaruh positifdan signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja  berpengaruh positif  dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Saran dalam penelitian ini adalah  di harapkan pemerintah daerah Lampung Tengah meninjau kembali alokasi pengeluaran daerah dan di harapkan pemerintah daerah Lampung Tengah meningkatan kualitas tenaga kerja, misalnya dengan memperbanyak pendidikan kewirausahaan melalui jalur non formal.
Kata-kata kunci : Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi.

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan ber-kesinambungan. Dalam kerangka itu, pembangunan ekonomi juga untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata (Raharjo, 2006). 

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya (Rustiono, 2008). Menurut Sukirno (2000) dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara/daerah.

Pembangunan ekonomi mutlak diperlukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan cara mengembangkan semua bidang kegiatan yang ada di suatu negara. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata.  Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi (di daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB) bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu; modal, tenaga kerja dan teknologi (Sukirno, 2000).

Menurut Schumpeter dalam Boediono (1999) pertumbuhan ekonomi diartikan juga sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi tanpa ada perubahan cara-cara atau teknologi itu sendiri. Indikator pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengukur tingkat pertumbuhan output  dalam suatu perekonomian, namun sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.

Pembangunan ekonomi mutlak diperlukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan cara mengembangkan semua bidang kegiatan yang ada di suatu negara. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata.  Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi (di daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB) bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu; modal, tenaga kerja dan teknologi (Sukirno, 2000).

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Djojohadikusumo (1994) dalam pertumbuhan ekonomi biasanya ditelaah proses produksi yang melibatkan sejumlah jenis produk dengan menggunakan sarana dan prasarana produksi.

Adapun pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara ataupun daerah. Pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Mankiw, 2003). 

Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Lampung telah menerapkan berbagai kebijakan terutama yang berkaiatan dengan pengeluaran pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Salah satu kebijankan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah adalah dengan melakukan kebijakan belanja pembangunan dan belanja modal. Dengan kebijakan ini di harapkan akan mendorong sektor riil yang akan memacu produksi dan akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya. 

Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2014 mencapai Rp1.747.031 juta rupiah, terbesar untuk daerah kabupaten di Provinsi Lampung. Mendudukin posisi kedua  di Provinsi Lampung  ialah kota Bandar Lampung yaitu Rp 1.981.969. Kabupaten Lampung Tengah menjadi Kabupaten di Provinsi Lampung dengan pengeluaran pemerintah paling besar pada tahun 2014, mengalahkan Kabupaten lainnya seperti Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara dan Kabupaten yang ada di Lampung lainnya.

Begitu pula dengan Tenaga kerja, Kabupaten Lampung Tengah memiliki tenaga kerja terbesar yaitu 619.792 bahkan mengalahkan Kota Bandar Lampung yang hanya 385.417 . Dengan demikian Kabupaten Lampung Tengah memiliki tenaga kerja terbesar di Provinsi Lampung.

Pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintahan daerah biasanya di indikasikan dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).  Kabupaten Lampung Tengah memiliki Pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah yakni 5,62 persen pada tahun 2014, jika di bandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun yang sama sebesar 6.99 persen. Melihat potensi yang dimiliki Kabupaten Lampung Tengah dapat di katakan Lampung Tengah sebenarnya dapat bersaing dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Lampung. 

Semestinya dengan besarnya pengeluaran pemerintah dan tingginya tenaga kerja di Kabupaten Lampung Tengah di  bandingkan dengan wilayah Kabupaten lain yang ada di Provinsi Lampung  dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Namun justru pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Kab/Kota lain di Provinsi Lampung.

Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat dalam Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa Kabupaten Lampung Tengah memiliki rata-rata laju pertumbuhan ekonomi relatif rendah yakni sebesar 5,56  persen per tahun. Bahkan pada tahun 2013  pertumbuhan ekonomi menurun hingga 3,37 persen. Namun meningkat pada tahun 2014 hingga 5,62 persen. 

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2001 – 2014

	Tahun
	 Pertumbuhan Ekonomi (persen)

	2001
	5,62

	2002
	4,72

	2003
	5,61

	2004
	6,13

	2005
	5,17

	2006
	5,82

	2007
	6,20

	2008
	5,66

	2009
	5,94

	2010
	5,87

	2011
	5,75

	2012
	6,36

	2013
	3,37

	2014
	5,62

	Rata-rata
	5,56


Sumber:  BPS, Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2001 – 2014

Pertumbuhan PDRB, sebagai tolok ukur pertumbuhan suatu ekonomi regional juga tidak bisa lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah (Wibisono,2005).
Pengeluaran belanja langsung merupakan pengeluaran pemerintah untuk pelaksanaan proyek-proyek terdiri dari sektor-sektor pembangunan dengan tujuan untuk melakukan investasi. Pengeluaran belanja tidak langsung pemerintah meliputi seluruh  pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi pemerintahan. Nilai output akhir pemerintah yang terdiri dari pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin pembayaran gaji pegawai dan perkiraan penyusutan barang modal pemerintah.

Perkembangan pengeluaran pemerintah yang diukur dari besarnya dari Belanja langsung dan Belanja tidak langsung Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 2001 hingga 2014  dapat di lihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2001 – 2014
	Tahun
	Belanja Langsung (Juta Rp)
	% Kenaikan
	Belanja Tidak Langsung (Juta Rp)
	% Kenaikan

	2001
	19.402
	-
	216.487
	-

	2002
	24.138
	24,40
	284.015
	31,19

	2003
	65.238
	170,27
	347.190
	22,24

	2004
	105.248
	61,32
	304.106
	-12,40

	2005
	127.333
	20,98
	216.287
	-28,87

	2006
	177.292
	39,23
	405.267
	87,37

	2007
	141.788
	-20,02
	535.909
	32,23

	2008
	174.397
	22,99
	434.031
	-19,01

	2009
	192.605
	10.44
	711.857
	64,01

	2010
	141.670
	-26,44
	682.619
	-4,10

	2011
	170.821
	20,57
	816.001
	19,53

	2012
	378.394
	121,51
	895.156
	9,70

	2013
	454.430
	20,09
	1.001.206
	11,84

	2014
	353.488
	-22,21
	1.393.543
	39,18

	Rata-rata
	
	34,08
	
	19,45


Sumber:  BPS, Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2001 – 2014

Berdasarkan Tabel 2 di tunjukkan bahwa perkembangan belanja langsung dari tahun 2001 sampai 2014 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 34,08 persen dari Rp. 19.402 pada tahun 2001 menjadi Rp. 353.488 pada tahun 2014 . Sedangkan perkembangan belanja tidak langsung  mengalami peningkatan rata-rata sebesar 19,45 persen  dari Rp. 216.487 pada tahun 2001 menjadi Rp1.393.543 pada tahun 2014. 

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia yang ada di suatu wilayah. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi. Namun di sisi lain, akibat buruk dari pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi dihadapi oleh masyarakat yang tingkat pertumbuhan ekonominya masih rendah. Hal ini berarti bahwa kelebihan jumlah penduduk tidak seimbang dengan faktor produksi lain yang tersedia dimana penambahan penggunaan tenaga kerja tidak akan menimbulkan penambahan dalam tingkat produksi.

Pada Tabel 3, dapat dilihat jumlah tenaga kerja dan pertumbuhan tenaga kerja  dapat diserap oleh pasar kerja sejak tahun 2001 sampai 2014  di Kabupaten Lampung Tengah 

Tabel 3. Pertumbuhan Tenaga Kerja di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2001 – 2014

	Tahun
	Tenaga kerja
	% Kenaikan

	2001
	219.865
	-

	2002
	279.876
	27,29

	2003
	345.260
	23,36

	2004
	507.329
	46,94

	2005
	541.503
	6,73

	2006
	521.205
	-3,74

	2007
	493.533
	-5,30

	2008
	560.324
	13,53

	2009
	517.267
	-7,68

	2010
	631.320
	22,04

	2011
	552.750
	-12,44

	2012
	588.296
	6,43

	2013
	585.425
	-0,48

	2014
	619.792
	5,87

	
	Rata-rata
	9,42


Sumber:  BPS, Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2001 – 2014

Dari Tabel 3 di tunjukkan bahwa jumlah Tenaga kerja di Kabupaten Lampung Tengah yang dapat diserap oleh pasar kerja sejak tahun 2001 sampai 2014  sebesar 9,42 persen . Hal ini menunjukkan belum terserapnya secara maksimal Tenaga kerja yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dan potensi yang mungkin timbul dari besarnya tingkat perkembangan tenaga kerja yang belum bekerja adalah masalah keterbelakangan serta permasalahan sosial yang berakibat pada lambatnya prospek pertumbuhan dan pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pengaruh Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah ?
2. Bagaimana pengaruh Belanja Tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah ?
3. Bagaimana pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah ?

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah.

2. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Tidak Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah

3. Untuk mengetahui pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah
Kajian Pustaka

Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2000). Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

Menurut Arsyad (1999) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/ Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi suatu negara. ”pertumbuhan” (growth) tidak identik dengan ”pembangunan” (development) Pertumbuhan ekonomi adalah sa1ah satu syarat dari banyak syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas.

Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada ”proses”, karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah daerah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran yang menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah, dan pengeluaran untuk pengembangan infrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat.

 Pengeluaran Pemerintah dilihat dari belanja tidak langsung Pengeluaran pemerintah yang dilihat dari belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak digunakan secara langsung oleh adanya program atau kegiatan, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja pemeliharaan. Anggaran belanja tidak langsung memegang peran penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintah serta upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas yang pada gilirannya akan tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan.

Belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Sementara itu, belanja pegawai yang dimaksud dalam rician belanja tidak langsung ini adalah belanja yang digunakan untuk memberi gaji dan tunjangan bagi pegawai negeri sipil, penghasilan dan tunjangan bagi anggota DPRD yang ditetapkan sesuai undang-undang dan tambahan penghasilan lainnya dengan persetujuan DPRD.

Pengeluaran Pemerintah Dilihat dari Belanja Langsung Pengeluaran pemerintah yang dilihat dari belanja langsung adalah belanja yang digunakan oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan. Belanja langsung ini merupakan pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik. Pengeluaran pembangunan daerah ditujukan untuk membiayai programproram pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi.

 Belanja langsung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah total belanja langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Untuk belanja pegawai yang dimaksud dalam rincian belanja langsung yaitu belanja yang dikeluarkan dalam bentuk upah yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Tenaga Kerja
Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Mulyadi, 2003).

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 10 tahun atau lebih yang bekerja, mencari pekerjaan, dan sedang melakukan kegitatan lain, seperti sekolah maupu mengurus rumah tangga dan penerima pendapatan (Simanjuntak,1985). 
Lewis dalam Mulyadi (2003) mengemukakan teorinya mengenai  ketenagakerjaan,  yaitu; kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja disektor lain.

Selanjutnya Lewis mengemukakan bahwa ada dua sektor di dalam perekonomian negara sedang berkembang, yaitu sektor modern dan sektor tradisional. Sektor tradisional tidak hanya berupa sektor pertanian di pedesaan, melainkan juga termasuk sektor informal di perkotaan (pedagang kaki lima, pengecer, pedagang angkringan).
Sektor informal mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada selama berlangsungnya proses industrialisasi, sehingga disebut katub pengaman ketenagakerjaan. Dengan terserapnya kelebihan tenaga kerja disektor industri (sektor modern) oleh sektor informal,  maka  pada  suatu  saat  tingkat upah di pedesaan akan meningkat. Peningkatan upah ini akan mengurangi perbedaan tingkat pendapatan antara pedesaan dan perkotaan, sehingga kelebihan penawaran pekerja tidak menimbulkan masalah pada pertumbuhan ekonomi. 

Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi  pendapatan, dengan asumsi perpindahan  tenaga kerja dari sektor  tradisional  ke sektor modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak pernah menjadi terlalu banyak.

Metode Penelitian

Metode Analisis

Analisis Regresi Berganda
Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel yang lain konstan,dimana rumusnya:

Yt = α + β1BLt + β2 BTLt + β3TKt+ e
Keterangan :

Yt
 =  PDRB (Rp)

BLt
 =  Belanja Langsung pada tahun t  (Rp)

BTLt
 =  Belanja Tidak Langsung pada tahun t (Rp)

TKt
 =  Tenaga Kerja pada tahun t  (Jiwa)

α
 = Konstan

 β1, β2, β3
 = Koefisien Regresi

e
 = Kesalahan Penggunanaan

Analisis Elastsitas 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat kepekaan variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel yang lain konstan,dimana rumusnya:

EBL = [image: image2.png]
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Keterangan :

EBL, EBTL, ETK
 
= Elastisitas Variabel independen
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TK
= Delta Variabel independen
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= Delta Variabel Dependen
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= Rata-rata Variabel independen
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= Rata-rata Variabel Dependen
Pengujian Hipotesis 

Secara statistik, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dengan nialai statistik t, nilai statistik f, serta koefisien deteminasi. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima (Ghozali, 2005).

Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi bertujuan untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antarvariabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan determinasi (adjusted R-square).Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2005). Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). 
Pengujian Simultan (Uji statistik F) 
Untuk mengetahui peranan variable bebas secara keseluruhan dilakukan dengan uji F. Kesimpulan uji F dapat diperoleh dengan membandingkan antara F statistik dengan F tabel pada tingkat tertentu dan derajat bebas tertentu (Gujarati, 1997:121). Penngujian ini dilakukan denga rumus :
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1. Bila F hitung . F tabel maka H0 ditolak, berarti secara bersama-sama variable bebas berpengaruh secara nyata dan signifikansi terhadap variabel terkait.

2. Bila F hitung < F tabel maka H0 diterima, berarti secara bersama-sama variabel bebas tidak berpengaruh secara nyata dan signifikansi terhadap variabel terikat. Di dalam penelitian ini nilai uji F dilihat dari tingkat signifikasi pada hasil penngolahan data. 

Pengujian Parsial (Uji Statistik t) 
Uji t merupakan suatu pengujian secara statistik yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi masing- masing variable bebas berpengaruh atau tidak terhadap variable terikat dengan mengangap variable bebas lainnya adalah konstan. Pengujian hipotesis untuk setiap koefisien regresi dilakukan  dengan uji t (t student).  Untuk variabel bebas desentralisasi fiskal akan dilakukan uji satu arah pada tingkat kepercayaan 95% atau α = 0,05. Derajat kebebasan yanng digunakan adalah df = n – k – 1, dimana     n = jumlah observasi dan k = jumlah variabel bebas yang digunakan.

Hipotesis yang digunakan adalah :

1) Ho : β1 = 0 : Belanja Langsung tidak berpengaruh terhadap PDRB

Ha : β1 > 0 : Belanja Langsung berpengaruh positif  terhadap PDRB

2) Ho : β2 = 0 : Belanja Tidak Langsung tidak berpengaruh terhadap PDRB

Ha : β2 > 0 : Belanja Tidak Langsung berpengaruh positif  terhadap PDRB

3) Ho : β3 = 0 : Tenaga Kerja tidak berpengaruh terhadap PDRB

Ha : β3 > 0 : Tenaga Kerja berpengaruh positif  terhadap PDRB

Apabila : t hitung < t tabel : Ho diterima dan Ha ditolak   t hitung  > t tabel : Ho ditolak dan Ha diterima

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui normal tidaknya distribusi factor gangguan (residual) . Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik adalah dengan grafik histogram dan melihat normal probability plot yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Sedangkan uji statistik dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual.

Uji Multikolinearitas
Multikolinieritas, menurut Frisch dikemukakan bahwa suatu model regresi dikatakan terkena multikolinieritas bila terjadi hubungan linier yang perfect atau exact di antara beberapa atau semua variable bebas dari suatu model regresi. Akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan.

Terjadinya multikolinieritas yang rawan pada model regresi bias dideteksi keberadaannya bila R2 dari auxilary regression melebihi R2 regresi keseluruhan antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas model yang diteliti. Selain itu jika nilai varian inflation factor (VIF) lebih besar dari 10 maka variabel bebas tersebut memiliki persoalan multikolinieritas .

Multikolinieritas dapat dideteksi dengan besaran-besaran regresi yang didapat, yaitu : 
1) Variasi besar (dari taksiran OLS) 
2) Interval kepercayaan lebar (karena variasi besar, maka standar error besar sehingga interval kepercayaan lebar)
3)  Uji-t tidak signifikan.  Suatu variabel bebas secara substansi maupun secara statistik jika dibuat regresi sederhana bias tidak signifikan karena variasi besar akibat kolinieritas. Bila standar error terlalu besar, maka besar pula kemungkinan taksiran koefisien regresi tidak signifikan 
4) R2 tinggi tetapi tidak banyak variabel yang signifikan dari t-test  
5) Terkadang nilai taksiran koefisien yang didapat akan mempunyai nilai yang tidak sesuai dengan substansi sehingga dapat menyesatkan interpretasi. 
Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan fenomena terjadinya perbedaan varian antar seri data. Heteroskedastisitas muncul apabila nilai varian dari variabel tak bebas (Yi) meningkat sebagai meningkatnya varian dari variabel bebas (Xi), maka varian dari Yi adalah tidak sama. Gejala heteroskedastisitas lebih sering dalam data cross section dari pada timeseries. Selain itu juga sering muncul dalam analisis yang menggunakan data rata-rata. Untuk mendektesi keberadaan heteroskedastisitas digunakan metode grafik scatter plot, uji White, dimana apabila nilai probabilitas (p value) observasi R2 lebih besar dibandingkan tingkat resiko kesalahan yang diambil (digunakan α = 5 %), maka residual digolongkan homoskedastisitas.

Uji Hipotesis untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas :

Ho : ρ1 = ρ2 = ……. = ρq = 0 maka tidak ada heteroskedastisitas

Ha : ρ1≠ ρ2≠ ……. ≠ ρq ≠ 0 maka ada heteroskedastisitas
Uji Autokorelasi

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data time series) atau ruang (seperti dalam data cross section). Autokorelasi pada umumnya lebih sering terjadi pada data time series walaupun dapat juga terjadi pada data cross section. Pengujian terhadap gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW), yaitu dengan cara membandingkan antara DW statistic (d) dengan dL dan dU, jika DW statistic berada diantara dU dan 4-dU maka tidak ada autokorelasi.

Hasil Dan Pembahasan
Hasil Induktif

Persamaan untuk Pertumbuhan Ekonommi 

a.  Hasil Estimasi

PDRB t=   2465562  + 1.199417BLt +   

                 2.273385BTL t+ 2.853544TKt + e
    (7.857278)     (1.604085)       

         (6.205769)         (3.650921)

R2 = 0.970403

Fhit = 109.2895

Angka dalam kurung (….) nilai t hitung   
Dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa koefisien determinasi (R2) sebesar 0.97 artinya 97 persen perubahan dari Pertumbuhan Ekonomi pemerintah kabupaten Lampung Tengah ditentukan oleh Belanja Langsung, Belanja Tidak langsung dan Tenaga Kerja.  Sedang sisanya sebesar 3 persen ditentukan oleh faktor lain di luar model. Dari persamaan di atas terlihat juga bahwa baik Belanja Langsung, Belanaja Tidak langsung dan Tenaga Kerja berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi  pemerintah kabupaten Lampung Tengah. Dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa jika Belanja langsung mengalami kenaikan sebesar satu juta, maka akan menyebabkan Pertumbuhan Ekonomi  naik sebesar 1.19  juta rupiah dengan asumsi  variable lain dianggap tetap.  Dan untuk Belanja Tidak langsung, jika Belanja Tidak langsung dinaikkan sebesar satu juta, maka akan menyebabkan  Pertumbuhan Ekonomi meningkat sebesar 2.27 juta rupiah dengan asusmsi variable lain dianggap tetap. Demikian juga halnya dengan Tenaga Kerja, jika Tenaga Kerja dinaikkan sebesar satu jiwa, maka akan menyebabkan Pertumbuhan Ekonomi meningkat sebesar 2.85  juta rupiah dengan asusmsi variable lain dianggap tetap.

Analisis Elastsitas
Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat kepekaan variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel yang lain konstan.

1) Elastisitas Belanja Langsung

BL = 1,69 .    180.446   = 0,05

5.508.860

Dapat dilihat hasil elastisitas untuk belanja langsung menujukan inelastis sebesar 0,05 yang artinya sangat penting pemerintah daerah untuk memperhatikan belanja langsung ini karena terjadi kenaikan pada belanja langsung maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan menurun.


Elastisitas Belanja Tidak Langsung


BTL = 2,27 .   588.834   = 0,24

           5.508860

Dapat dilihat hasil elastisitas untuk belanja tidak langsung menujukan inelastis sebesar 0,24 yang artinya sangat penting pemerintah daerah untuk memperhatikan belanja langsung ini karena terjadi kenaikan pada belanja tidak langsung maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan menurun.

Elastisitas Tenaga Kerja


TK = 2,85 .   497.410    = 0,25

       5.508.860

Dapat dilihat hasil elastisitas untuk tenaga kerja menujukan inelastis sebesar 0,25 yang artinya sangat penting pemerintah daerah untuk memperhatikan belanja langsung ini karena terjadi kenaikan pada belanja langsung maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan menurun.

Pengujian Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  meliputi  uji  normalitas,   uji multikolinearitas, uji autokolerasi, uji heteroskedasitas. Berikut ini adalah hasil uji asumsi klasik.

Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah untuk mengetahui apakah residual terdistribusi secara normal atau tidak, pengujian normalitas dilakukan menggunakan metode Jarque Bera. Residual di katakan memiliki distribusi normal jika jarque Bera > Chi square, dan atau probabilita (p-value) > α=5%.

H0: Jarque–Bera star > Chi square, p-value < 5%, data tidak tersistribusi dengan normal.

Ha: Jarque–Bera star < Chi square, p-value > 5%, data tersistribusi dengan normal.
Hasil analisis menunjukkan sebagai berikut:
Dari gambar di bawah, nilai Jarque-Bera 0,345 < nilai χ2(0.05, 11) = 1,812, dan nilai p-value 0,84 > 0.05, ini berarti menolak Ho dan menerima Ha. Oleh karena menerima Ha berarti data terdistribusi dengan normal.
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Series: Residuals

Sample 2001 2014

Observations 14

Mean        9.06e-10

Median    5878.598

Maximum   398924.5

Minimum  -352090.5

Std. Dev.    218325.6

Skewness   -0.077461

Kurtosis    2.246180

Jarque-Bera  0.345477

Probability  0.841358


Sumber data diolah dari BPS Lampung Tengah, 2001 – 2014

Multikolineraritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem Multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan dengan memperhatikan nilai matriks korelasi yang dihasilkan pada saat pengolahan data serta nilai VIF (Variance Inflation Factor). Nilai dari VIF yang kurang dari 10  maka menandakan bahwa tidak terjadi adanya gejala multikolinearitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat problem multikolinieritas.

Dari ketentuan yang ada bahwa jika nilai VIF < 10  maka tidak terjadi gejala multikolinearitas dan nilai-nilai yang didapat dari perhitungan adalah sesuai dengan ketetapan nilai VIF dan dari hasil analisis diatas dapat diketahui nilai VIF kurang dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independennya (BL, BTL, TK)  tidak terjadi multikolinieritas sehingga model tersebut telah memenuhi syarat asumsi klasik dalam analisis regresi.

	Variance Inflation Factors
	

	Date: 11/22/16   Time: 13:17
	

	Sample: 2001 2014
	

	Included observations: 14
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Coefficient
	Uncentered
	Centered

	Variable
	Variance
	VIF
	VIF

	
	
	
	

	
	
	
	

	BL
	 1.122394
	 12.23442
	 3.977549

	BTL
	 0.134201
	 13.88529
	 3.372559

	TK
	 0.610892
	 36.18368
	 2.035358

	C
	 9.85E+10
	 22.24657
	 NA

	
	
	
	

	
	
	
	


Sumber data diolah dari BPS Lampung Tengah, 2001 – 2014

Autokorelasi 

H0 : Obs*R square (X² - hitung) > Chi – square (X² - tabel), Model mengalami masalah autokorelasi.
Ha : Obs*R square (X² - hitung ) < Chi-square (X² - tabel), Model terbebas dari masalah autokorelasi.
	Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	F-statistic
	1.576930
	    Prob. F(2,8)
	0.2646

	Obs*R-squared
	3.958633
	    Prob. Chi-Square(2)
	0.1382

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Sumber data diolah dari BPS Lampung Tengah, 2001 – 2014

Dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa nilai χ2hit = 0.1382, sedangkan nilai χ2tabel =1,812.  Dengan demikian nilai  χ2 hit < nilai χ2tabel  yang berarti  menolak Ho dan menerima Ha, yang berarti pula tidak terdapat autokorelasi 
 Heteroskedastisitas

Uji keberadaan  heteroskedastisitas dilakukan dengan menguji residual hasil estimasi menggunakan metode White Heteroskedasticity Test ( No Cross Term ) dengan membandingkan nilai Obs*R square dengan nilai Chi-square. Jika Obs*R square (X2 – hitung) > Chi- square (X² - tabel), berarti terdapat masalah heterokedastis didalam model. Dan jika Obs*R square (X² - hitung ) < Chi- square (X² - tabel), berarti tidak ada masalah heteroskedastis. Dalam hal ini, hipotesis pendugaan masalah heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

H0 : Obs*R square (X² - hitung) > Chi – square (X² - tabel), Model mengalami masalah   heteroskedastisitas.
Ha : Obs*R square (X² - hitung) < Chi – square (X² - tabel), Model terbebas masalah   heteroskedastisitas.
	Heteroskedasticity Test: White
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	F-statistic
	0.773515
	    Prob. F(9,4)
	0.6575

	Obs*R-squared
	8.891275
	    Prob. Chi-Square(9)
	0.4474

	Scaled explained SS
	2.826563
	    Prob. Chi-Square(9)
	0.9708

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Sumber: Data diolah dari BPS Kab. Lampung Tengah, 2001 - 2014

Dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa nilai χ2hit = 0.4474, sedangkan nilai χ2tabel = 1,812.  Ini berarti χ2hit < χ2tabel, sehingga Ho  ditolak dan menerima Ha, sehingga model terbebas dari masalah heteroskedastisitas.
Pengujian Hipotesis 

Uji Koefisien Determinasi ( R2 )
Koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness-fit dari model regresi yang dapat lihat dari nilai R Square. Untuk mengetahui Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten Lampung Tengah yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu Belanja Langsung (BL), Belanja Tidak Langsung (BTL), dan Tenaga Kerja (TK), dapat dilihat melalui besarnya koefisien determinasi. Dari perhitungan nilai R Square adalah 0,97. Hal ini berarti 97 persen Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten Lampung Tengah dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen di atas, sedangkan sisanya yaitu 3 persen dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain.

Uji  t – Student test 

Uji t merupakan suatu pengujian secara statistik yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi masing- masing variable bebas berpengaruh atau tidak terhadap variable terikat dengan mengangap variable bebas lainnya adalah konstan.  Untuk variabel bebas Belanja Langsung  akan dilakukan uji satu arah pada tingkat kepercayaan 95% atau α = 0,05. Derajat kebebasan yanng digunakan adalah df = n – k – 1, dimana n = jumlah observasi dan k = jumlah variabel bebas yang digunakan.

Hipotesis yang digunakan adalah :

H0 : β1 = 0 : Belanja Langsung Tidak berpengaruh terhadap PDRB

Ha : β1 > 0 : Belanja Langsung Berpengaruh positif terhadap PDRB
Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai thit  untuk varibel Belanja Langsung adalah sebesar  1.604, sedangkan nilai ttabel = 1,812.  Ini berarti nilai thit = 1.604 < nilai ttabel = 1,812.
Kesimpulannya menolak Ha dan menerima Ho.  Ini berarti secara parsial Belanja Langsung berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah. 
Untuk variable Belanja Tidak Langsung, hipotesis yang digunakan adalah:

H0 : β1 = 0 : Belanja Tidak Langsung Tidak berpengaruh terhadap PDRB 

Ha : β1 > 0 : Belanja Tidak Langsung Berpengaruh positif terhadap PDRB

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai thit  untuk varibel Belanja Tidak langsung adalah sebesar  6,205, sedangkan nilai ttabel = 1,812.  Ini berarti nilai thit = 6,205 > nilai ttabel = 1,812.  Kesimpulannya menolak Ho dan menerima Ha.  Ini berarti secara parsial Belanja Tidak Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah. 
Demikian juga untuk variable Tenaga Kerja, hipotesis yang digunakan adalah:

H0 : β1 = 0 : Tenaga Kerja Tidak berpengaruh terhadap PDRB

Ha : β1 > 0 : Tenaga Kerja berpengaruh positif terhadap PDRB

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai thit  untuk varibel Tenaga Kerja adalah sebesar  3,650, sedangkan nilai ttabel = 1,812.  Ini berarti nilai thit = 3,650 > nilai ttabel = 1,812.  Kesimpulannya menolak Ho dan menrima Ha.  Ini berarti secara parsial Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lampung Tengah. 
Uji Bersama (Uji F)

Untuk mengetahui peranan variable bebas secara keseluruhan dilakukan dengan uji F. Kesimpulan uji F dapat diperoleh dengan membandingkan antara F statistik dengan F tabel pada tingkat tertentu dan derajat bebas tertentu (Gujarati, 1997:121). 

Bila F hitung > F tabel maka H0 ditolak, berarti secara bersama-sama variable bebas berpengaruh secara nyata dan signifikansi terhadap variabel terkait.

Bila F hitung < F tabel maka H0 diterima, berarti secara bersama-sama variabel bebas tidak berpengaruh secara nyata dan signifikansi terhadap variabel terikat. Di dalam penelitian ini nilai uji F dilihat dari tingkat signifikasi pada hasil penngolahan data.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai Fhit = 109,28, sedangkan nilai Ftabel =  4,96 dengan Df = n-k-1 =10. Karena 109,28 > 4,96 menerima Ha dan menolak H0 ; dengan begitu keseluruhan variabel bebasnya secara langsung tidak mempengaruhi variabel dependennya.

Tabel  4.  Ringkasan Hasil Uji Hipotesis
	No.
	Hipotesis
	Hasil Uji

	H1
H2
H3

	Belanja Langsung berpengaruh positif  terhadap

Pertumbuhan Ekonomi.

Belanja tidak Langsung  berpengaruh positif terhadap

Pertumbuhan Ekonomi.

Pendapatan Tenaga Kerja  berpengaruh positif terhadap   Pertumbuhan Ekonomi

	Ditolak Ha dan diterima Ho
Ditolak Ho dan diterima Ha
Ditolak Ho dan diterima Ha



Pembahasan Hasil Penelitian
Pengaruh Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Hipotesis pertama menyatakan bahwa "Belanja langsung berpengaruh positif namun tidak signifikan  terhadap Pertumbuhan Ekonomi". Hasil pengujian statistik menunjukkan thit  1,604 <  ttabel  1,812 sehingga Belanja Langsung berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Artinya secara statistik belanja langsung tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja Langsung di Kabupaten Lampung Tengah memiliki pengaruh pada Pertumbuhan ekonomi namum memiliki pengaruh yang kecil. Belanja Langsung  memiliki porsi yang kecil pada APBD, pengeluaran pemerintah Kabupaten Lampung Tengah lebih di dominasi untuk belanja tidak langsung, rata-rata sebesar 77,74 persen pengeluran pemerintah di Kabupaten Lampung Tengah di alokasikan untuk belanja tidak langsung selama kurun waktu empat belas tahun. Bahkan pada tahun 2002 alokasi belanja tidak langsung untuk belanja tidak langsung mencapain 92,16 persen dan alokasi terendah terjadi pada tahun 2005 sebesar 62,94 persen. Sedangkan alokasi pengeluaran pemerintah untuk belanja langsung rata-rata hanya sebesar 22,25 persen dalam kurun waktu empat belas tahun, bahkan pada tahun 2002 alokasi pengeluaran pemerintah untuk belanja langsung hanya sebesar 7,83 persen dan alokasi tertinggi untuk belanja langsung terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 37,05 persen  hal ini dapat di lihat pada lampiran 6.

Di harapkan pemerintah Kabupaten lampung Tengah meninjau kembali alokasi pengeluran pemerintah untuk belanja langsung di karenakan alokasi untuk belanja langsung memiliki porsi yang kecil di bandingkan belnja tidak langsung. Dalam belanja langsung di Kabupaten Lampung Tengah di alokasikan untuk belanja modal yang di gunakan untuk investasi yang membutuhkan jangka waktu.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Raharjo (2006), Analisis mengenai pengaruh belanja Langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang menunjukkan hasil yang positif namun tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa variabel belanja pembangunan di Kota Semarang belum dapat secara maksimal mendukung pertumbuhan ekonomi daerahnya. Secara konkrit pengaruh yang positif tersebut berarti bahwa Pemerintah Kota Semarang masih perlu meningkatkan perannya sebagai institusi pemerintah yang secara tidak langsung melalui perencanaan dan kewenangannya dalam penganggaran belanja pembangunan diharapkan mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.
Penelitian yang dilakukan oleh Kweka dan Morissey (2000), Belanja Langsung dapat tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena adanya ketidakefisienan dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini diindikasikan bahwa penyebab tidak signifikannya pengeluaran pembangunan adalah karena terjadi kebocoran dalam APBN, khususnya dalam pembiayaan pembangunan, sehingga mengakibatkan pengeluaran pembangunan yang dilakukan tidak sebesar nilai dana yang dianggarkan untuk realisasi pembangunan.

Wibisana (2014) Pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Belanja langsung yang terdiri dari Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal memang sangat terasa bagi pertumbuhan ekonmi daerah karena sifatnya yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Sebagai contoh adalah pembangunan jalan raya kabupaten, pembangunan jembatan, dan lain-lain. Belanja langsung juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya bahwa semakain tinggi anggaran belanja langsung, maka semakin besar pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya semakin kecil anggaran belanja langsung maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin kecil.

Pengaruh Belanja Tidak langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis  kedua  menyatakan  bahwa  "Belanja Tidak Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi". Hasil pengujian statistik menunjukkan thit 6,20 > ttabel 1,812 sehingga dapat membuktikan bahwa belanja tidak langsung berpengaruh positif  dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin tinggi anggaran belanja tak langsung, maka semakin besar pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya semakin kecil anggaran belanja tak langsung maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakian kecil. Dalam APBD Kabupaten Lampung Tengah belanja tidak langsung memiliki porsi yang lebih besar di banding dengan belanja langsung. Oleh karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah maka dalam penyusunan anggaran belanja tak langsung haruslah tepat sasaran. 
Mengenai pengaruh belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Hal ini memperkuat hasil-hasil penelitian yang telah lalu. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan pada awal penelitian telah terbukti nyata secara statistik, yaitu variabel belanja tidak langsung  pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah.
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2011), belanja tidak langsung memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang di lakukan di daerah Temanggung yang merupakan wilayah yang terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah.
Penelitian  Barak (2014) bahwa Belanja tak langsung memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin tinggi anggaran belanja tak langsung, maka semakin besar pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya semakin kecil anggaran belanja tak langsung maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakian kecil. Oleh karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah maka dalam penyusunan anggaran belanja tak langsung haruslah tepat sasaran. Pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Adigorim dan putra (2010), belanja tidak langsung memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi/PDRB yang di lakukan di Kabupaten Badung. Senada dengan penelitian yang di lakukan raharjo (2006), menyatakan bahwa belanja tidak langsung memiliki pengaruh positif terhadap pertutumbuhan ekonomi.

Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Hipotesis  kedua  menyatakan  bahwa  "Tenaga Kerja berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi". Hasil pengujian statistik menunjukkan thit 3,65 > ttabel 1,812 sehingga dapat membuktikan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  Semakin meningkatnya jumlah Tenaga kerja maka dapat meningkatkan jumlah output barang dan jasa, dengan adanya peningkatan output barang dan jasa yang dihasilkan maka output daerah akan meningkat, dan selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Meskipun demikian di harapkan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah menungkatkan kualitas tenaga kerja, misalkan dengan memperbanyak pendidikan kewirausahaan melalui jalur non formal.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dinamika dalam perkembangan ekonomi jangka penjang bersamaan dengan ilmu pengetahuan, tekhnologi sumber daya alam dan kapasitas produksi. Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang besar dapat berarti menambah jumlah tenaga produktif. Dengan meningkatnya produksi, yang berarti akan meningkatkan pula PDRB.

Selain itu juga banyaknya industri di Lampung Tengah yang bersifat padat karya dan banyaknya penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan perdagangan. Sumber daya manusia (SDM) tidak saja penting dari sudut kuantitas, tetapi yang tidak kalah penting adalah kualitasnya. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non formal, dan dapat saja diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swasta. 

Hal ini senada dengan Kim dan Tai (1997), hasil penelitian menyebutkan bahwa tenaga kerja, mempunyai pengaruh positif yang signifikan. Utami (2007) juga mengukapkan Pekerja memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini dikarenakan pekerja merupakan salah satu faktor penting dalam produksi barang dan jasa, sehingga dapat mendorong peningkatan pada output yang selanjutnya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian raharjo (2006), pengaruh angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang menunjukkan hasil yang positif namun tidak signifikan. Berdasarkan besaran yang dihasilkan oleh variabel tenaga kerja, dapat dijelaskan bahwa tenaga kerja di Kota Semarang menjadi variabel yang mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi namun tidak signifikan, berdasarkan hasil pengamatan hal ini disebabkan karena tenaga kerja yang ada di Kota Semarang didominasi oleh pekerja yang tidak mempunyai tingkat keterampilan yang memadai sehingga meskipun jumlahnya banyak namun kurang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Rustiono (2008), Pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah selama periode pengamatan adalah positif dan signifikan, penurunan nilai elastisitas angkatan kerja. Makin menurunnya tenaga kerja berarti makin menurunnya produktivitas tenaga  kerja.

Hasan (2010), Pengaruh Tenaga kerja terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Dimana dengan terjadinya peningkatan tenaga kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi dari tenaga kerja yang lebih kecil dari α = 5 %. Berdasarkan temuan penelitian ini maka diketahui bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat perlu ditingkatkan jumlah tenaga kerja.
Berbeda dengan Anggraeny (2013), tenaga kerja terbukti berpengaruh negative terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tenaga kerja tidak akan berpengaruh terhadap ProdukDomestik Regional Bruto(PDRB) Kota Surakarta, sehingga Pemerintah Kota Surakarta perlu berupaya mengurangi atau menekan pertumbuhan penduduk, misal dengan melakukan penyuluhan program  Keluarga Berencana (KB), karena penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah Tenaga Kerja. 
Saidah (2011), Dari hasil analisis regresi diperoleh bahwa tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan (dengan koefisien sebesar -0,089737) terhadap pertumbuhan ekonomi. Walaupun tidak signifikan, arah pengaruhnya negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga kenaikan jumlah tenaga kerja justru akan menurunkan pertumbuhan. 
Sodik (2007) yang mengemukakan bahwa tidak semua tenaga kerja yang ada dapat terserap ke sektor usaha. Hal ini terjadi dikarenakan walaupun angkatan kerja merupakan faktor produksi selain modal, akan tetapi, ketersediaan lapangan usaha tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang ada. Masih banyak tenaga kerja yang menganggur, yang justru menambah beban dalam proses pembangunan. Daerah tertinggal masih bergantung pada sektor pertanian dan belum berekspansi pada sektor modern. Hal inilah yang merupakan alasan terbatasnya jumlah ketersediaan lapangan kerja baru.

Gambaran Umum Daerah Penelitian

Keadaan Wilayah 

Kabupaten Lampung Tengah meliputi areal daratan seluas 4789,82 km². Kabupaten Lampung Tengah terletak pada bagian tengah Provinsi Lampung, secara geografis Kabupaten Lampung Tengah terletak pada 104º35’ - 105º50’ Bujur Timur dan 04º30’ - 05º15’ Lintang Selatan dan luas wilayah 4.789,62 km² dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat.

Keadaan Penduduk


Penduduk Kabupaten Lampung Tengah terdiri atas berbagai suku bangsa yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu asli dan pendatang yang populasinya tersebar di berbagai daerah di Provinsi Lampung. Keadaan sosial penduduk di Kabupaten  Lampung Tengah sangat bervariasi dari bekerja sebagai petani, wiraswasta, pedagang, pemerintahan dan lain sebagainya.

Dapat di lihat pada Tabel 5, penduduk  Kabupaten Lampung Tengah pertumbuhan penduduk meningkat dari tahun 2001  jumlah total penduduk Kabupaten Lampung Tengah adalah sebesar 1.046.182  dan pada tahun 2014 telah meningkat  menjadi 1.206.721 atau rata-rata mengalami kenaikan sebesar 1,1 persen per tahun. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 1.146.141 yaitu 6,9 persen. Sedangkan yang terendah pada tahun 2009 sebesar 1.117.967 yaitu -3,5 persen.
Pertumbuhan Ekonomi 


Menurut Schumpeter dalam Boediono (1999) pertumbuhan ekonomi diartikan juga sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi tanpa ada perubahan cara-cara atau teknologi itu sendiri. Indikator pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengukur tingkat pertumbuhan output  dalam suatu perekonomian, namun sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.
Tabel. 5. Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2001 – 2014

	Tahun
	Laki-laki (jiwa)
	Perempuan (Jiwa)
	Total
	% kenaikan

	2001
	533.931
	512.251
	1.046.182
	-

	2002
	538.570
	512.646
	1.051.216
	0,5

	2003
	554.331
	517.266
	1.071.597
	1,9

	2004
	567.848
	530.099
	1.097.947
	2,5

	2005
	574.022
	535.862
	1.109.884
	1,1

	2006
	590.835
	548.874
	1.126.906
	1,5

	2007
	578.167
	567.963
	1.146.141
	1,7

	2008
	593.080
	565.968
	1.159.048
	1,1

	2009
	602.761
	575.206
	1.117.967
	-3,5

	2010
	611.795
	583.828
	1.195.623
	6,9

	2011
	598.522
	572.195
	1.170.717
	-2,1

	2012
	605.839
	577.588
	1.183.427
	1,1

	2013
	609.888
	583.070
	1.192.958
	0,8

	2014
	614.428
	592.293
	1.206.721
	1,2

	Rata-rata
	1,1


Sumber: BPS, Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2001 - 2014

Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Lampung telah menerapkan berbagai kebijakan terutama yang berkaiatan dengan pengeluaran pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Salah satu kebijankan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah adalah dengan melakukan kebijakan belanja pembangunan dan belanja modal. Dengan kebijakan ini di harapkan akan mendorong sektor riil yang akan memacu produksi dan akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya. 


Pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintahan daerah biasanya di indikasikan dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada Tabel 6 dapat di lihat bahwa perkembangan perekonommian Kabupaten Lampung Tengah.

Pada Tabel 6 dapat di lihat bahwa perkembangan perekonommian Kabupaten Lampung Tengah cukup baik. Pada tahun 2001  pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah mencapai 3.788.060 juta rupiah telah meningkat menjadi 7.650.859 juta rupiah pada tahun 2014, atau rata-rata mengalami kenaikan sebesar 5,5 persen per tahun.  Kenaikan ini cukup baik dan diharapkan akan mampu membantu pembiayaan bagi pembangunan daerah, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tabel 6. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2001 - 2014

	Tahun 
	PDRB (Dalam Juta Rp)
	% Kenaikan

	2001
	3.788.060
	-

	2002
	3.966.855
	4,7

	2003
	4.189.319
	5,6

	2004
	4.446.178
	6,1

	2005
	4.676.249
	5,1

	2006
	4.948.565
	5,8

	2007
	5.255.606
	6,2

	2008
	5.553.009
	5,6

	2009
	5.583.047
	5,9

	2010
	6.228.793
	5,8

	2011
	6.587.793
	5,7

	2012
	7.006.637
	6,3

	2013
	7.243.074
	3,3

	2014
	7.650.859
	5,6

	Rata-rata
	5,5


Sumber: BPS, Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2001 – 2014

Pengeluaran Pemerintah
Kebijakan pengeluaran pemerintah yang secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja pembangunan karena variabel ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan prasarana ekonomi dan sosial seperti jalan, jembatan dan pembangunan prasarana sektor-sektor ekonomi lainnya (Raharjo,2006).

Perkembangan pengeluaran pemerintah yang diukur dari besarnya dari Belanja langsung dan Belanja Tidak langsung Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 2001 hingga 2014  dapat di Tabel 7. Dari tabel di bawah terlihat bahwa perkembangan belanja langsung dari tahun 2001 sampai 2014 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 34,08 persen dari Rp. 19.402 pada tahun 2001 menjadi Rp. 353.488 pada tahun 2014 . Sedangkan perkembangan belanja tidak langsung  mengalami peningkatan rata-rata sebesar 19,45 persen  dari Rp. 216.487 pada tahun 2001 menjadi Rp1.393.543 pada tahun 2014

. 

Tabel 7. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2001 – 2014

	Tahun
	Belanja Langsung (Juta Rp)
	% Kenaikan
	Belanja Tidak Langsung (Juta Rp)
	% Kenaikan

	2001
	19.402
	-
	216.487
	-

	2002
	24.138
	24,40
	284.015
	31,19

	2003
	65.238
	170,27
	347.190
	22,24

	2004
	105.248
	61,32
	304.106
	-12,40

	2005
	127.333
	20,98
	216.287
	-28,87

	2006
	177.292
	39,23
	405.267
	87,37

	2007
	141.788
	-20,02
	535.909
	32,23

	2008
	174.397
	22,99
	434.031
	-19,01

	2009
	192.605
	10.44
	711.857
	64,01

	2010
	141.670
	-26,44
	682.619
	-4,10

	2011
	170.821
	20,57
	816.001
	19,53

	2012
	378.394
	121,51
	895.156
	9,70

	2013
	454.430
	20,09
	1.001.206
	11,84

	2014
	353.488
	-22,21
	1.393.543
	39,18

	Rata-rata
	
	34,08
	
	19,45


Sumber:  BPS Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2001 – 2014

Tenaga Kerja
Tenaga kerja merupakan suatu faktor yang mempengaruhi output suatu daerah. Tenaga kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh.

Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah.

Tabel 8. Pertumbuhan Tenaga Kerja di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2001 – 2014

	Tahun
	Tenaga kerja (Jiwa)
	% Kenaikan

	2001
	219.865
	-

	2002
	279.876
	27,29

	2003
	345.260
	23,36

	2004
	507.329
	46,94

	2005
	541.503
	6,73

	2006
	521.205
	-3,74

	2007
	493.533
	-5,30

	2008
	560.324
	13,53

	2009
	517.267
	-7,68

	2010
	631.320
	22,04

	2011
	552.750
	-12,44

	2012
	588.296
	6,43

	2013
	585.425
	-0,48

	2014
	619.792
	5,87

	
	Rata-rata
	9,42


Sumber:  BPS Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2001 – 2014

Pada Tabel 8, dapat dilihat jumlah tenaga kerja dan pertumbuhan tenaga kerja  dapat diserap oleh pasar kerja sejak tahun 2001 sampai 2014  di Kabupaten Lampung Tengah. Dapat dilihat  rata-rata pertumbuhan tenaga kerja di kabupaten Lampung Tengah meningkat cukup baik yakni mencapai 9,42 persen selama kurun waktu empat belas tahun. 

Kesimpulan Dan Saran
Kesimpulan
1. Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  belanja langsung berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
2. Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  belanja tidak langsung  berpengaruh positifdan signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi. 
3. Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  tenaga kerja  berpengaruh positif  dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Saran
1. Belanja langsung tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di harapkan pemerintah daerah Lampung Tengah meninjau kembali alokasi pengeluaran daerah.

2. Belanja tidak langsung signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, di harapkan pemerintah daerah Lampung Tengah meninjau kembali alokasi pengeluaran daerah.

3. Tenaga kerja signifikan terhadap pertumbuhan, di harapkan pemerintah daerah Lampung Tengah meningkatan kualitas tenaga kerja, misalnya dengan memperbanyak pendidikan kewirausahaan melalui jalur non formal
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